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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penertiban Peredaran Minuman Oplosan Oleh Satuan Polisi Pamong
Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor
11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan
Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Tembilahan

Kota

¥ exsng NinI&FeldioyeH o

" Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

nel

Pemerintahan  Daerah, setiap Pemerintah Daerah  wajib  hukumnya
menyelenggarakan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dalam enam
bidang, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, perkerjaan umum, dan penataan

ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, Tramtibum Linmas serta

|.58

bidang social.”® Dari keenam bidang tersebut Tramtibum Linmas menjadi urusan

V\@ib yang mengurusi khususnya di bidang pelayanan dasar yang perlu di soroti

-

dgn perlu kiranya untuk mendapat perhatian lebih dari pihak pemerintah daerah

[

d%ebabkan bidang ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondusifitas

g}

kg!hidupan masyarakat di daerah. Mengkonsumsi minuman keras oplosan dapat
nﬁngakibatkan masalah sosial dan tindak pidana.

< Permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya Minuman Beralkohol pada

Q
-~

s@t ini sering terdapat dicampurkan oleh bahan yang tidak sesuai atau biasa

—_

dikenal “Oplosan”. Oplosan adalah hasil minuman beralkohol yang dibuat dengan

9p]
cara mencampurkan ramuan-ramuan yang tidak disarankan untuk dicampur atau
"t

I

AP

%% Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

e
ge

al 12.

40

nery w



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

41

©
dﬂambahkan kedalam bahan yang mengandung alkohol. Dengan kata lain,

=

minuman oplosan ialah minuman alkohol yang sudah diracik menggunakan bahan
@)

—

atdu cairan yang lain dengan jumlah kadar yang tidak tentu atau tidak sesuai
k;%‘lalam minuman alkohol dan apabila dikonsumsi dapat menimbulkan efek
sgnping yang berbahaya.

(Ef’ Minuman beralkohol adalah hasil fermentasi dari tanaman pertanian yang

w
ngenghasilkan etanol, apabila dalam pemanfaatannya tidak digunakan

py
sebagaimana mestinya akan menimbulkan berbagai masalah-masalah yang dapat

mcengakibatkan terjadinya pelanggaran norma adat dan norma hukum. Dilihat dari
jumlah angka razia minuman beralkohol serta masih banyaknya outlet penjualan
minuman oplosan di kios-kios kecil maupun menggunakan gerobak (berpindah-
pindah tempat) serta tempat hiburan malam yang dijadikan sebagai wadah untuk
menjual dan mengedarkan minuman keras oplosan dan belum mengantongi izin,

dgpat kita simpulkan bahwa perlu dilaksanakannya penertiban peredaran

f+¥]
minuman oplosan salah satunya di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri

=S|

Kecamatan Tembilahan merupakan salah satu kecamatan yang menjadi titik

31

c
P SIaFIU

ma penghubung antar desa dikarenakan kawasannya yang mengalami

kembangan yang cukup pesat. Banyaknya kegiatan transaksi baik dalam

&'O

o

nomi maupun transportasi menjadi salah satu aspek yang memudahkan

syarakat untuk mengembangkan perokonomian melalui sistem penjualan.

& ugng

ngan begitu tidak menutup kemungkinan adanya penjualan atau peredaran

1Ie

uman oplosan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah

nery ujgsn)lg
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©

dﬁalangan masyarakat yang dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat
-

afdupun adanya kelalaian dari instansi terkait.
@)

@ Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah
=

Daerah yang memiliki wewenang untuk memelihara ketertiban umum dan
-~

ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan khususnya Peraturan Daerah
Z

Kcébupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan
w

dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat. Salah satu kasus

Py
yang menjadi pelanggaran Peraturan Daerah di Kecamatan Tembilahan

Kcabupaten Indragiri Hilir yaitu maraknya peredaran penjualan minuman oplosan
di warung, pasar, pelabuhan, dan di rumah penduduk. Di Kecamatan Tembilahan
penyebaran minuman beralkohol sudah tidak terkendali lagi.

Kemunculan tempat-tempat usaha baru yang tidak memiliki izin dalam
memperjual belikan minuman beralkohol semakin banyak, termasuk dalam
pghjualan minuman oplosan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak

-

f+¥]
bértanggung jawab. Penyimpangan perilaku negatif terutama kebiasaan konsumsi

IS

numan beralkohol/oplos secara berlebihan menyebabkan hilangnya kontrol

UL

a diri sendiri, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat atau

fB_DI

P

hkan tindak kriminal yang melanggar hukum baik itu kekerasan, kecelakaan

DI

b

&gsxa

lintas atau bahkan pembunuhan. Hal ini juga dilatarbelakangi dari adanya

akes untuk mendapatkan minuman oplosan dari oknum yang menjual atau

[nSFo

mengedarkan minuman tersebut.
=

< Akan tetapi masih banyak orang yang tetap mengusahakan minuman

ie

beralkohol atau menjual minuman oplosan untuk diproduksi, diperdagangkan, dan

nery wisey @
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©

diﬁistribusikan secara bebas, serta bebas dikonsumsi oleh siapa saja yang dapat
-

mémbayarnya atau bahkan mendapatkannya secara gratis. Hal ini sudah tentu
@)

—

melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan,

Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat Pasal 26
-~

afzat (3) yang berbunyi:®®

Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf d adalah
minum minuman oplosan dan menyalahgunakan zat-zat lain yang
menyebabkan ketergantungan dan memabukkan sehingga menimbulkan
gangguan dan menyimpan atau membawa atau menjual minuman oplosan
dan zat-zat lain yang menyebabkan ketergantungan dan memabukkan
sehingga menimbulkan gangguan.

nery eysng N

Berdasarkan hasil yang peneliti peroleh dari penelitian ini melalui Kasi
Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama, untuk tahun 2021 hingga 2023 telah
terjadi kasus pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit
Masyarakat dengan jenis pelanggaran minuman oplosan ditemukan dengan

wn
rifician sebagai berikut:

Ag uej[ng jo A}ISIdATU) DTWR]S]

 Indragiri Hilir, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan,

Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat, Pasal 26 ayat (3).

nery wigey[ jrie
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@
= Tabel 1V. 1
“Data Pelanggaran Peraturan Daerah dengan Jenis Pelanggaran Minuman
2 Oplosan Tahun 2021
@)
~ | NO BULAN JUMLAH KASUS
i 1 Januari 21
~ : 8
= 2 Februari
= 3 Maret 1
w
@ 4 April !
-~
4] ) 9
x 5 Mei
= 6 Juni 5
7 Juli !
8 Agustus 10
9 September 14
10 Oktober 10
11 November 6
® 12 Desember 11
f+¥]
® Jumlah 119
wn
=  Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tembilahan Kota
8
Z Berdasarkan tabel IV.1 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 telah
=]
tefjadi sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) kasus pelanggaran Peraturan

éj &;%sxa

o

neny wisey] JieAg uegng

osan.

rah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan

ertiban Umum dan Penyakit Masyarakat dengan jenis pelanggaran minuman
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©
= Tabel 1V. 2
“Data Pelanggaran Peraturan Daerah dengan Jenis Pelanggaran Minuman
2 Oplosan Tahun 2022
@)
~ | NO BULAN JUMLAH KASUS
i 1 Januari 17
~ : 10
= 2 Februari
= 3 Maret 13
7))
@ 4 April 4
-~
4]
; 5

x 5 Mei
= 6 Juni )

7 Juli 9

8 Agustus 5

9 September 29

10 Oktober 17

11 November 21
® |12 Desember i
f+¥]
® Jumlah 127
wn
= Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tembilahan Kota
8
Z Berdasarkan tabel IV. 2 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 telah
=]
tefjadi sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) kasus pelanggaran Peraturan

éj &;%sxa

o

neny wisey] JieAg uegng

osan.

rah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan

ertiban Umum dan Penyakit Masyarakat dengan jenis pelanggaran minuman
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©
= Tabel IV. 3
“Data Pelanggaran Peraturan Daerah dengan Jenis Pelanggaran Minuman
2 Oplosan Tahun 2023
@)
~ | NO BULAN JUMLAH KASUS
i 1 Januari 31
=~ : 16
= 2 Februari
= 3 Maret 24
7))
@ 4 April 4
-~
2 ; 19
2 5 Mei
= 6 Juni 3
7 Juli 6
8 Agustus 18
9 September 24
10 Oktober /
11 November 9
® |12 Desember i
f+¥]
® Jumlah 151
wn
= Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tembilahan Kota
8
Z Selanjutnya, Berdasarkan tabel 1V. 3 dapat disimpulkan bahwa pada tahun
=]
2023 telah ditemukan sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) kasus pelanggaran
(1°]
[ ]
Pcératuran Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan
e
=]

Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat dengan jenis pelanggaran

S

=
ng)muman oplosan.

nery wisey jrreAg u
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©

g Berdasarkan data diatas, menunjukkan peningkatan kasus pelanggaran

=

Peraturan Daerah dengan jenis pelanggaran minuman oplosan yang tidak dapat
@)

d?ﬁ?andang sebelah mata dan menimbulkan suatu penyakit masyarakat yang harus
=

ditangani karena keberadaannya tidak boleh ada diruang lingkup masyarakat.
-~

ﬁapun faktor yang menyebabkan maraknya penjualan atau peredaran minuman
Z

og]osan sebagai berikut:
w

Z 1. Faktor Ekonomi

Adanya tuntutan pada diri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup

neiy e

mendorong seseorang untuk berfikir dan melakukan kegiatan yang dapat
memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, jual beli merupakan suatu cara yang
dapat memudahkan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Dibeberapa
kesempatan, seseorang akan memanfaatkan situasi dan keadaan yang dapat
mempermudah keadaan perekonomiannya meskipun perbuatan yang dilakukan

tersebut merupakan kegiatan yang melanggar peraturan.

Y

@ 2. Faktor Keterbatasan Sumber Daya Manusia

@

g Beberapa masyarakat mungkin tidak memiliki skill dan akses untuk
=5

meé dapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini didasarkan atas latar belakang

u

p%hdidikan yang tidak cukup untuk menunjang karirnya agar mendapatkan
Qékerjaan yang baik sehingga dengan menjual minuman oplosan dapat
o

r@mpermudah pelaku dalam memperoleh penghasilan meskipun cara yang

=
digunakan melanggar peraturan.
=

& Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti
j+¥]
befsama dengan Bapak Suhadi dan Bapak Deri yang merupakan pelaku penjual

nery wisey @
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©

d%] pengedar minuman oplosan di kawasan pelabuhan di Kecamatan Tembilahan
-

Kabupaten Indragiri Hilir mengungkapkan bahwa:®

“Pelabuhan merupakan lokasi strategis untuk melakukan transaksi jual beli
minuman oplosan. Hal tersebut terjadi karena pelaku tidak harus
mengeluarkan uang untuk sewa tempat dan hanya membayar upah ke
beberapa preman yang berada dikawasan pelabuhan. Hal ini didukung juga
karena minuman oplosan yang diantar oleh pelaku lain menggunakan kapal
kecil yang dapat mempermudah dalam beroperasi. Kegiatan ini terjadi
karena adanya tuntutan perekonomian dan Kketerbatasan sumber daya
manusia untuk mencari nafkah sehingga melakukan kegiatan jual beli yang
dilarang.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisa bahwa pelabuhan

neiy e)sns Nin !iw eld

menjadi titik utama pelaksanaan jual beli karena transportasi peredaran minuman
oplosan berada di perairan atau sungai yang mempermudah pelaku dalam
memperoleh minuman oplosan. Selain itu, pelaku juga dapat menghemat
pengeluaran sewa tempat usaha. Penyebab adanya penyakit masyarakat berupa
peredaran minuman oplosan dikarenakan beberapa faktor seperti faktor ekonomi
dan faktor keterbatasan sumber daya manusia yang mendorong pelaku sehingga

-

f+¥]
meéngadakan aktivitas yang menimbulkan suatu penyakit masyarakat dan

IS1

melanggar peraturan daerah.

TUT,

g}

Sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja

un

d%l'am menangani permasalahan ini sangat diperlukan guna mendukung suksesnya
[ ]
wn
p\%taksanaan Otonomi Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk

o
r@nciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Satuan Polisi
=
Pﬁnong Praja merupakan garis depan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan
=

pdraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat,
j+¥]

ey
%

- % Suhadi dan Deri, pelaku penjual dan pengedar minuman oplosan yang beroperasi di
wifayah Pelabuhan, Wawancara, Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu,
2 Desember 2023.

nery wise
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©

s&aligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan
-

pehegakan hukum dalam konteks daerah.

@)

©  Adapun upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan mekanisme
=

penertiban diantaranya sebagai berikut:

=

1< Penertiban Langsung
Z

(Cf’ Penertiban langsung merupakan tindakan yang dilakukan melalui mekanisme
w
pgnegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-

Py
undangan yang berlaku, sosialisasi dan pemberian sanksi bagi oknum yang

(=
melanggar peraturan yang berlaku. Penertiban peredaran minuman beralkohol

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir ini memiliki tujuan
yang jelas yaitu utamanya untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat sekitar melalui penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Indragiri Hilir.

» Dalam melaksanakan penertiban, ada beberapa langkah-langkah yang harus
f+¥]
diperhatikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tembilahan Kota

wn
sgaerti melaksanakan patroli, pencegahan dini dan deteksi dini. Berdasarkan hasil

v@wancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan Bapak Yondesmi, selaku

=
K%pala seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pengendalian

-

@syarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir

2 61
r@ngungkapkan bahwa:

1efg uejn

= %1 'Yondesmi, Kepala seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pengendalian
Muasyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, Senin, 25
D§ember 2023.
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“Penertiban terhadap peredaran minuman jenis oplosan dilakukan dengan
melaksanaan patroli, pencegahan dini, dan deteksi dini, berkenaan dengan
penyebaran minuman beralkohol oplosan di wilayah Kecamatan
Tembilahan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisa bahwa langkah-langkah

11w e}dio yeH @

sedur  pelaksanaan  penertiban  dilakukan dengan = memperhatikan

NN

aksanaannya sepeti patroli, pencegahan dini dan deteksi dini yang dilakukan

r dapat menangani peredaran minuman oplosan yang terjadi diwilayah

8BNS

a

amatan Tembilahan. Dalam melaksanakan penertiban, ada beberapa upaya-

npe

ugaya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri
Hilir yaitu membentuk tim yang bertugas dalam menjaga ketertiban umum dan
gangguan masyarakat di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
diantaranya sebagai berikut:
1. Tim Unit Reaksi Cepat

Pembentukan Tim Unit Reaksi Cepat berkaitan dengan adanya laporan
n%syarakat dan melakukan tindakan terhadap pelanggar peraturan daerah yang
(¢

n;_‘.'gnyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan ketentuan

po¥]
j%n operasional dimulai dari Pukul 07.30-24.05 WIB.

n

2. Tim Satuan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satgas Tantribum)

u

Pembentukan Tim Satuan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum

JISIdA

(§atgas Tantribum) berkaitan dengan kegiatan pelaksaan peraturan daerah yang
s_gj:ltnya fleksibel yaitu melaksanakan penertiban terhadap gangguan dan penyakit

j+¥]
niasyarakat seperti pedagang kaki lima dan pengemis dengan jam ketentuan
9p]

-
offerasional dimulai dari Pukul 07.30-16.00 WIB.

nery wisey J
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3. Tim Yustisi

Tim yustisi merupakan tim yang melaksanakan rangkaian tindakan

dioyeH o

httkum pemerintah daerah guna memelihara ketentraman dan ketertiban umum

w

sekaligus melaksanakan penindakan terhadap dugaan pelanggaran peraturan
-~

d&erah yang didalamnya mengandung unsur pidana.

Z

(Ef’ 4. Tim Non Yustisi

Pembentukan tim ini dilaksanakan terhadap warga/ aparatur, dan badan

M BysS

hgkum dengan memberikan sanksi berupa peringatan/ penghentian sementara
(=
kegiatan yang melanggar peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan
Bapak Januardi Suprapto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengungkapkan bahwa:®?

“Dalam melaksanakan penertiban dilakukan upaya dengan membentuk tim
Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja mulai dari jam
07.00-24.05 dengan target operasionalnya adalah gangguan ketertiban dan
penyakit masyarakat yang khususnya ada di wilayah Kecamatan Tembilahan.
Selain itu, Satpol PP membentuk Tim Satgas Tantribum, tim ini aktif
beroperasi dari pukul 07.30-16.00 dengan pelaksanaan kegiatan yang lebih
fleksibel terkait adanya gangguan masyarakat akan tetapi juga terhadap
pedagang kaki lima, pengemis dan lain-lain. Selanjutnya ada juga kegiatan
yustisi dan non-yustisi. "**

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisa bahwa telah dilakukan

TP SIIATU[) dTWR|S] 3J8)G

upaya-upaya yang dilaksanakan dalam penertiban dengan membentuk tim yang

B0 £

efg uejnggo

tugas pada masing-masing bidang dengan operasional yang berbeda seperti

" 62 Januardi Suprapto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, Senin, 25 Desember 2023.

Nery wisey|
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©
T;-'ﬁn Unit Reaksi Cepat, Tim Satuan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum,

=

Membentuk Tim Yustisi, dan Tim Non Yustisi.
o

g Dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas
@negakkan peraturan daerah untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan
rr%syarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah serta
pghyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan
chglisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir perlu memperhatikan beberapa
agek dalam melakukan penertiban diantaranya sebagai berikut:
- 1. Personil

Perlunya memperhatikan aspek personil yaitu pegawai yang terlibat
dalam pelaksanaan peraturan daerah harus memiliki keterampilan-keterampilan
tertentu dan khusus agar dapat bekerja dan melaksanakan tugas-tugas dalam
pekerjaannya.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasaran merupakan fasilitas atau alat yang diperlukan dalam

ndukung terlaksananya suatu kegiatan. Dalam hal pelaksanaan peraturan

TWR[S] 3381

d@rah, tentunya pemerintah harus memperhatikan saran dan prasarana yang

D

u

te:{sedia untuk menunjang Kkinerja personil atau tim yang bertugas dalam

[ ]
wn
rr\iénegakkan peraturan daerah.

Q
3. Pemetaan Titik Lokasi

Titik lokasi adalah salah satu aspek paling penting dalam pelaksanaan

&S ueyng j

ertiban peraturan daerah. Dalam pelaksanaannya, pemetaan titik lokasi yang

o
nery wiseygiie

uga menjadi wadah atau tempat berlangsungnya pelanggaran peraturan daerah
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©
p&lu diperhatikan. Dalam hal ini perlunya melakukan pemetaan lokasi-lokasi
r_é:van kejahatan atau tempat berkumpulnya oknum atau agen penjual minuman
oglosan guna meminimalisir adanya kegiatan yang menimbulkan penyakit
@syarakat dan gangguan ketertiban umum. Seperti yang diutarakan oleh Bapak
J%uardi Suprapto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan
Pf&ﬂisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa:*
% “Aspek yang diperhatikan diantaranya Personil, sarana dan prasarana, dan
titik lokasi. Titik lokasi adalah salah satu aspek paling penting dengan
o Mmelakukan pemetaan lokasi-lokasi rawan kejahatan atau tempat
< berkumpulnya oknum atau agen penjual minuman keras oplosan. ”
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisa bahwa dalam
pelaksanaan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan
Tembilahan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan diantaranya personil,
sarana dan prasarana, dan juga pemetaan tehadap lokasi yang terindikasi sebagai
wilayah rawan penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan
kgertiban umum masyarakat khususnya di Kecamatan Tembilahan Kota.
;‘i Penertiban langsung juga memberikan dampak yang cukup berpengaruh
k%:ena dengan melakukan penertiban langsung yang khususnya dilakukan oleh
pﬁak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir tersebut dapat dengan
Iqﬁf\gsung mendata jumlah pelanggar yang melakukan pelanggaran dilapangan dan

j@a memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
Lo o

berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama

}

~
dengan Bapak Januardi Suprapto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan

w

L)

j+¥]

=

5 ® Januardi Suprapto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, Senin, 25 Desember 2023.

I
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©
I@Tjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengungkapkan

A

bghwa:®

“Berdasarkan data, pada Tahun 2023 terhitung dari bulan Januari-
November telah dilaksanakan penertiban terkait minum-minuman
memabukkan, konsumsi obat-obatan terlarang terdapat 150 orang termasuk
2 pelaku yang sudah diadukan tindak pidana ringan P-19 dan satu pelaku
lainnya sudah ditahap pengadilan P-21 dengan denda Rp. 500. 000. 00 dan
sudah disidangkan dengan inkrah hasil putusan sidang tersebut diatas. ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisa bahwa dalam

NSNS NIN 1w eyd

p%aksanaan penertiban langsung telah dilakukan, dengan data dan informasi
bgkaitan dengan pelaksanaan penertiban khususnya penyakit masyarakat tentang
adanya peredaran minuman oplosan telah ditemukan fakta bahwa pada Tahun
2023, terhitung dari bulan Januari hingga November, telah dilaksanakan
penertiban terkait minum-minuman memabukkan, konsumsi obat obatan terlarang
dengan menangkap pelaku sebanyak 150 orang dan termasuk 2 orang yang sudah
diadukan sebagai tindak pidana dengan kategori pidana ringan dan telah dikenai
s%jksi sesuai dengan peraturan.

(¢
5_.3': Dalam pelaksanaan penertiban langsung yang dilakukan pihak Satuan Polisi

po¥]
P§mong Praja Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor
(]
1%_ Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban
<
L&num dan Penyakit Masyarakat dalam hal pelaksanaan penertiban peredaran

@numan oplosan perlu adanya implementasi terkait operasi dilapangan yaitu
L)

s@agai berikut:

Ag ue)

% Januardi Suprapto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi
ong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, Senin, 25 Desember 2023.

e
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1. Operasi penertiban dilapangan dilakukan oleh Tim Yustisi.

2. Adanya koordinasi antara aparat penegak Peraturan Daerah bersama

stakeholders.

. Kerjasama antara Tim Yustisi dengan divisi lain seperti TNI dan Polri

dengan tujuan membantu dan memaksimalkan keamanan serta mengurangi
resiko yang terjadi pada saat dilakukannya pelaksanaan penegakkan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tentang Pembinaan,
Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat

di Kecamatan Tembilahan Kota.

. Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir bersama

Divisi Intel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir melalui
penyebaran Tim Wasmat (Tim Pengawas dan Pengamatan) untuk
melakukan identifikasi dengan memantau proses peredaran tersebut sudah
berada ditahap mana berdasarkan lokasi dugaan adanya kegiatan peredaran

minuman oplosan di Kecamatan Tembilahan Kota.

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Januardi Suprapto, selaku Kasi
gawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Iragiri Hilir mengatakan bahwa:®®

“Implementasi dilapangan pada saat operasi dilakukan oleh Tim Yustisi yang
beroordinasi bersama stakeholrders, TNI dan Polri. Selain itu, diperlukan
kerjasama anatara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Divisi Intel Satuan
Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tembilahan Kota. Dengan adanya
pembentukan tersebut maka akan mempermudah tim dalam menertibkan dan
mengidentifikasi peredaran minuman oplosan yang menjadi suatu penyakit
masyarakat.

P

nery wigey jrie

% Januardi Suprapto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi

ong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, Senin, 25 Desember 2023.
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©

g Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisa bahwa dalam
-~

pelaksanaan penertiban langsung perderan minuman oplosan oleh Satuan Polisi
@)
Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, komunikasi serta pelaksanaan tugas

stdah dilakukan bersama stakeholders, TNI dan Polri dan juga koordinasi antara
-~

Satuan Polisi Pamong Praja bersama Divisi Intel Satuan Polisi Pamong Praja
Z

Kcébupaten Indragiri Hilir yang telah tersusun rapi karena untuk setiap
p%aksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol (oplos) dan secara
Iggsung ada surat tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir
bge:serta jajarannya terkait untuk turun ke lapangan.

Namun dalam pelaksanaanya juga tidak dapat dikatakan berjalan sesuai yang
di inginkan meskipun Satuan Polisi Pamong Praja sudah membentuk tim yang
bertugas untuk memberantas penyakit masyarakat yang dilakukan bersama jajaran
terkait dengan adanya kegiatan peredaran minuman oplosan. Adanya
kgeenderungan masyarakat yang tidak patuh hukum dan turut serta membantu

-

f+¥]
dalam hal memberitahu atau membocorkan informasi kepada pelaku penjual

IS

w3

numan keras pada saat sebelum atau akan dilaksanakannya penertiban membuat

aku berhasil mengamankan diri beserta barang-barang atau minuman oplosan

1

P

g diperjual belikan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari hasil wawancara

SISoRIU
§s1o8

g dilakukan peneliti bersama dengan salah satu penjual minuman oplosan

&<

yaitu Bapak Asrul mengatakan bahwa:®’

S5go

87 Asrul, Pelaku penjual minuman keras oplosan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten
agiri Hilir, Wawancara, Rabu, 27 Desember 2023.

nery mgsn% jijedAg uejn
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©

= “Adanya informasi yang didapat terkait pelaksanaan patroli oleh Satuan

Polisi Pamong Praja dari orang yang dikenal melalui pembicaraan lewat
telfon. Dengan informasi tersebut, pelaku yang terindikasi telah menimbulkan
penyakit masyarakat berhasil meloloskan diri.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa adanya

indikasi terjadinya kebocoran informasi yang disampaikan oleh oknum tertentu

IN3i11w ejdio ye

=~

ada pelaku penjual atau pengedar minuman oplosan pada saat dilaksanakannya

ns

penertiban dengan titik yang sudah ditentukan menyebabkan kegagalan operasi

ey

pagla saat dilakukannya penertiban Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong
nga. Terlihat jelas di sini bahwa dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum
dan Penyakit Masyarakat dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan aparat
penegak hukum.

Dapat disimpulkan bahwa penertiban langsung yang ditetapkan dalam
penertiban minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
I|§dragiri Hilir sudah dilaksanakan sesuai prosedur agar pelaksanaan penertiban
pg:_redaran minuman oplosan menjadi program yang dapat menyelesaikan
&
pErmasalahan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat sekitar. Hanya
sg_a terdapat beberapa hal yang membuat Satuan Polisi Pamong Praja kesulitan
ugtuk memberantas penyakit masyarakat yang disebabkan juga oleh perbuatan
Bgnberapa warga atau masyarakat itu sendiri yang tidak turut serta berkontribusi
b_g_?sama aparat penegak hukum. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara

j+¥]
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir juga baik dengan jajaran

I, Polres Tembilahan Kota dan juga masyarakat dalam memaksimalkan

nery wisey JIBEAg
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Pgraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan
-

Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.
@)

2% Penertiban Tidak Langsung
=

— Penertiban tidak langsung merupakan tindakan yang dilakukan melalui
=

p%genaan sanksi administratif dan juga sanksi berupa pencabutan izin usaha dan
j@a penutupan tempat penjualan minuman beralkohol. Prosedur pengenaan
s%ksi administratif sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi
bgif)erapa oknum masih saja melakukan pelanggaran berulang terkait dengan
pge:nertiban peredaran minuman oplosan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari
hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan salah satu penjual
minuman oplosan yaitu Bapak Januardi Suprapto, selaku Kasi Pengawasan /
Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir
mengatakan bahwa:®®

“Salah satu masalah penertiban yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong
Praja ialah terkait masalah berulang yang dilakukan oleh beberapa pelaku
yang tidak mengindahkan surat teguran berkenaan dengan adanya kegiatan
peredaran minuman keras yang harus diberhentikan. ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa adanya

proses ketidak patuhan hukum yang dilakukan oleh beberapa masyarakat terhadap

&) JTWe[S] 3)83S

raturan daerah yang menyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

=]
ISPoA

1

ﬁglsyarakat. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat
L)

ug%uk berperilaku sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Kesadaran

Ag ue)

%8 Januardi Suprapto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi
ong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, Senin, 25 Desember 2023.

e
nery wisesy jije



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
I

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

59

©

hﬁkum merupakan suatu hal yang penting agar terciptanya ketertiban dan
-

Ketentraman yang diwujudkan atas perilaku masyarakat itu sendiri.
@)

9 Ppelaksanaan penertiban peredaran minuman oploan di Kabupaten Indragiri
=

Hilir harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Untuk mengetahui tempat
-~

rr%na saja yang akan menjadi target penertiban perlu adanya informasi yang
d'iéﬁeroleh bersamaan dengan pengumpulan data atau informasi. Namun dalam
p%encanaan target lokasi penertiban ini lebih berfokus pada lokasi yang
té;uindikasi adanya penyalahgunaan atau konsumsi minuman oplosan. Dalam
kjgiatan penertiban minuman beralkohol atau minuman oplosan, lokasi
penertiban ditentukan selain dengan informasi yang didapatkan juga terdapat
lokasi-lokasi atau daerah tetap yang menjadi sasaran pada saat patroli malam. Hal
ini didukung oleh pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti
bersama dengan salah satu penjual minuman oplosan yaitu Bapak Januardi
Syprapto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi
P%mong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa:®°

“Penentuan titik lokasi adanya kegiatan penyalahgunaan dan konsumsi
minuman oplosan sudah ditentukan. Selain itu, terdapat beberapa lokasi
tetap yang menjadi titik penertiban patroli malam yang dilakukan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa dalam

pelaksanaan penertiban terhadap penentuan titik lokasi adanya dugaan

GDA}TSIIATU) dTWIE]S

BSJ

yalahgunaan dan konsumsi minuman oplosan sudah dilakukan. Dengan

o

QD
e

nya patroli malam tetap yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

g

% Januardi Suprapto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi
ong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, Senin, 25 Desember 2023.
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©

rrignunjukkan bahwa penanganan terhadap konsumsi minuman keras sudah
-

dilaksanakan.
o

@ Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sendiri terdapat peta
=

kerawanan, dimana di dalamnya termasuk terdapat daerah yang rawan akan
=

p&edaran minuman oplosan dan konsumsi minuman oplosan. Berbeda dengan
Z

bghtuk peredaran minuman oplosan yang menggunakan gerobak yang dapat
b%pindah-pindah tempat membuat tim yang bertugas kesulitan dalam
n§nentukan titik lokasi dan hal ini didukung oleh adanya kecenderungan
bge:berapa oknum yang membocorkan informasi pergerakan tim Satuan Polisi
Pamong Praja dalam menertibkan peredaran minuman oplosan.

Kemudian lokasi yang rawan adanya penyalahgunaan minuman oplosan
adalah pada saat adanya pentas seni maupun kegiatan lain yang menimbulkan
keramaian. Biasanya pada saat kegiatan tersebut selalu ada orang yang
mgngkonsumsi atau mengedarkan minuman beralkohol (oplosan) untuk
m%nambah euforia. Tentunya hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif
dg'l-(arenakan apabila seseorang telah terkena efek dari minuman beralkohol, orang
tegsebut dapat lepas kendali dan dapat menyebabkan tindakan yang dapat
rr%rugikan orang lain. Sehingga untuk lokasi penertiban dalam hal ini yaitu

n%nyesuaikan dengan lokasi diadakannya kegiatan masyarakat. Berdasarkan hasil

o
V\@Nancara yang peneliti lakukan dengan salah satu Tokoh Masyarakat di
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©
@camatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Bapak Mukhlisin

=

mgngatakan bahwa: "

“Sejauh ini setiap ada hajatan atau kondangan, masyarakat di tempat saya
ini sudah terbiasa mabuk-mabukan. Kita selaku tokoh masyarakat atau yang
dituakan disini, sudah buat aturan dan meminta aparat Kepolisian untuk
tidak lagi memberikan izin melaksanakan pesta hajatan hingga tengah
malam.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa kegiatan

sSNS NIN A!lw eyd

ngengkonsumsi minuman oplosan marak terjadi ketika adanya kegiatan pentas

d

seni atau kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian. Dalam hal ini, Tokoh
I\/Tayarakat terkait sudah melaksanakan tugasnya dengan berkoordinasi dengan
pihak terkait dalam hal pencegahan kegiatan pesta yang dilakukan pada malam
hari.

Penyelidikan penertiban peredaran minuman oplosan dilaksanakan apabila
ada masyarakat yang melaporkan adanya kegiatan penjualan minuman oplosan di
bgberapa tempat penjualan minuman beralkohol ataupun minuman oplosan dan

-

f+¥]
témpat hiburan malam yang telah dilakukan pencabutan izin berjualan minuman
@
b%?alkohol sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya saja masyarakat masih
kE.rang berkontribusi bersama aparat untuk turut serta memberitahu atau

=
melaporkan apabila terjadi jual beli ataupun kegiatan konsumsi minuman oplosan.

ISIo

© Terkait pencabutan izin, pelaksanaan penertiban di Kecamatan Tembilahan

go £

upaten Indragiri Hilir melalui sanksi administratif yaitu berupa surat teguran

I pelanggar penjual minuman beralkohol yang dilakukan dalam tiga kali

o
uggins

—+

uran secara administratif, dan juga apabila tidak mengindahkan atas sanksi

" Mukhlisin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir,
ancara, Selasa, 26 Desember 2023.
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©

y&g telah diberikan berupa surat peringatan atau teguran maka akan dilaksanakan
-

pehutupan dan pencabutan izin usaha bagi penjual dan juga tempat hiburan yang
@)

nmenjual minuman alkohol tersebut.
=

— Pelaksanaan pengawasan dan penindakan dan penyelidikan sesuai dengan
~

Pﬁmendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
Z

01E€h Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk izin penyelidikan sudah dimiliki Satuan
w
Pglisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengirimkan surat

Py
pgrmohonan untuk izin menyelidiki tempat hiburan malam dan juga tempat

(=

penjualan minuman oplosan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Lurah
setempat. Izin tersebut digunakan sebagai antisipasi apabila ada penolakan dari
pemilik tempat hiburan malam dan penjual minuman beralkohol yang ada di
wilayah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan
Bapak Januardi Suprapto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa:"
“Pelaksanaan penertiban dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 54
Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Satuan Polisi
Pamong Praja, surat ini dikirim dan ditanda tangani oleh Lurah setempat
dengan tujuan menghindari adanya penolakan dari tempat yang akan
ditertibkan”

" Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa dalam

PSIIATU) dTWIE]S] 2}E)}

aksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai

&'O

Fo

gan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan guna

nghindari adanya penolakan dari pihak terkait yang akan ditertibkan. Hal ini

1efg udgng

" ™ Januardi Suprapto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, Senin, 25 Desember 2023.
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©

dﬁujukan agar keberlangsungan penertiban peredaran minuman oplosan dapat
-

berjalan dengan lancar.
@)

© Penyelidikan dilaksanakan bersama dengan stakeholder terkait yang sudah
=

lama selalu diikutsertakan dalam setiap giat penertiban peredaran minuman
-~

b&alkohol, ini dilakukan untuk berjaga-jaga apabila ada tindakan representatif
Z
ngi pemilik maupun masyarakat sekitar tempat hiburan malam dan penjualan

w
nfinuman oplosan karena para personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

py
Indragiri Hilir tidak berhak untuk melakukan tindakan fisik terhadap masyarakat

(=
yang melakukan perlawanan terhadap petugas. Seperti yang diutarakan oleh

Bapak Januardi Suprapto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa: "

“Pemberontakan merupakan sesuatu yang lumrah dan biasa dihadapi oleh
Tim Satpol PP. Jika ada yang melakukan pemberontakan, maka Satpol PP
bersama dengan tim yustisi lainnya akan berkoordinasi dengan aparatur
daerah yang lain (Koordinasi vertikal) terkait pemberontakan tersebut dan
akan di klasifikasikan perbuatan pelaku pemberontakan mengarah ke tindak

» 5
& yang seperti apa”.

(¢

» Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa pada saat
po¥]

d%laksanakannya penertiban, pemberontakan merupakan sesuatu yang sering
(]

tér:jadi dan didapati olen Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan keterbatasan
<

k%Nenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait tindakan fisik
r?gbnunjukkan bahwa koordinasi bersama jajaran terkait memang seharusnya
L)

d?akukan.

&

=

9p]

L)

"2 Januardi Suprapto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi
ong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, Senin, 25 Desember 2023.
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©)

g Hal ini menunjukkan bahwa penertiban peredaran minuman oplosan oleh

=

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir sudah dijalankan sesuai
@)

—

d&ngan prosedur walaupun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan kondusif.
Hal ini di buktikan dengan masih saja banyak ditemukan oknum yang menjual

-~

atau mengedarkan minuman oplosan sekaligus masyarakat peminum yang masih
Z

sgPing mengkonsumsi minuman oplosan dan membuat ulah dengan perilaku yang

w

bgrakibat mengganggu keamanan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

Py

nyasyarakat.

(=

B. Kendala-Kendala dalam Penertiban Peredaran Minuman Oplosan Oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan
dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat di
Kecamatan Tembilahan Kota

Hukum adalah sebuah landasan yang memberikan batasan terhadap tingkah

u seseorang suatu masyarakat tertentu dan jika ada masyarakat yang

1SI Bl

lakukan suatu perbuatan melanggar hukum maka akan dikenakan hukuman

u sanksi. Hukum itu berisi aturan yang dibuat untuk mengatur dan menertibkan

Brwg

syarakat serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di

ARs1agru

syarakat. Menurut Achmad Ali ketika ingin mengetahui sejauh mana

%0

tivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus mengukur sejauh mana

uddng

ran hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Efektif atau tidaknya suatu perundang-

5

angan yang berlaku dapat dilihat dari pelaku masyarakatnya. Suatu hukum

a peraturan perundang-undangannya akan dikatakan efektif apabila
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©

rriﬁsyarakatnya mempunyai perilaku sesuai dengan yang diharapkan dan
-

dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, maka efektivitas hukum
@)

—

té¥sebut telah dicapai.”
=

— Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016
-~

Tﬁnang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit
Z

hﬂcﬁsyarakat di Kecamatan Tembilahan Kota adalah upaya mencegah terjadinya
p%anggaran terhadap usaha perdagangan minuman oplosan dikawasan terbuka
agu tempat yang penuh keramaian, dengan dilakukannya pengawasan dan
pjnertiban yang baik maka kemungkinan pelanggaran terhadap peredaran
minuman oplosan sangatlah kecil, sebaliknya jika pengawasan dilakukan dengan
kurang baik maka pelanggaran terhadap peredaran minuman oplosan akan terjadi
sangat besar. Dampak terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan
Kgtertiban Umum dan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Kota ini
ti%iak banyak berpengaruh terhadap peredaran minuman oplosan dikarenakan
®

mé'asih ditemukan penjual minuman oplosan di berbagai tempat di wilayah

I{’gcamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

JATU

" Dalam mengatasi peredaran minuman oplosan di Kecamatan Tembilahan

AQs1

bupaten Indragiri Hilir terdiri dari pengawasan dan penertiban dimana dalam

pan ini tidak berjalan lancar karena masih adanya beberapa tempat yang

nggo

t@bukti yang menjadi wadah peredaran minuman oplosan dan masih kurangnya
=

tidykat kesadaran masyarakat dalam hal mengkonsumsi minuman oplosan serta

® Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2010), h.
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©

kﬁrangnya keikutsertaan masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu upaya
-

penyelenggaraan ketertiban umum. Penertiban yang dilaksanakan tidak kondusif
o

t&tunya dikarenakan adanya kendala-kendala dalam melakukan penertiban
=

peredaran minuman oplosan diantaranya sebagai berikut:

. Masyarakat yang tidak patuh hukum.

. Kurangnya sinergisitas antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

. Kebocoran informasi.

. Masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam penegakkan peraturan daerah.
. Sikap perlawanan oleh pelaku terhadap Satuan Polisi Pamong Praja.

d BIXSNS NIN X
O wWwNPE

- Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Januardi

nel

Suprapto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa: "

“Penertiban dilaksanakan sudah sesuai prosedur, kendala yang dihadapi
terkait persoalan berulang mengenai peredaran minuman oplosan
dikarenakan masyarakat yang tidak patuh akan hukum, kurangnya
sinergisitas masyarakat dengan pemerintah daerah, kebocoran informasi,
masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam penegakan peraturan daerah,
adanya perlawanan yang dilakukan oleh penjual terhadap Satuan Polisi
Pamong Praja.

9 p]

% Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa selain
kzm-erja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan dan menjalankan
pgaturan daerah, dibutuhkan juga kerjasama masyarakat untuk dapat
béfkontribusi dalam menegakkan peraturan daerah berdasarkan hak dan
kgvvajibannya sebagai masyarakat agar pelaksanaan penertiban ini dapat
diakukan dengan baik sehingga tujuan pemerintah dalam pelaksanaan peraturan
d%erah dapat tercapai dengan baik.

Ag u

™ Januardi Suprapto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi
ong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, Senin, 25 Desember 2023.
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g Dalam kaitannya hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (Law as a
-

tol of social engineering), hukum itu merupakan alat untuk mengubah perilaku
o

d;i;n memelihara ketertiban dalam masyarakat. Apabila masyarakat itu sudah
@Iakukan apa yang diatur oleh hukum, maka terjadilah suatu kepatuhan hukum.
I—Ekum juga mempunyai fungsi sebagai suatu sarana dalam pengendalian sosial.
I\FIE’Aka dari itu hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari
a?@aman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta
hgkum dapat menjadi penegak masyarakat.

- Dalam pandangan peneliti, yang menjadi titik penting dari teori tersebut
adalah penggunaan hukum untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat
sebagaimana yang dicita-citakan. Kuantitas kejahatan di dalam masyarakat
mempunyai hubungan erat dengan kondisi-kondisi dan pertentangan kebudayaan,
yang terdiri atas proses beberapa aspek kehidupan masyarakat misalnya terkait
teptang mobilitas penduduk, ekonomi, pendapatan penduduk, dan kuantitas

-

f+¥]
penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku atau kepatuhan hukum

IS

adalah faktor kesadaran hukum. Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum dapat
démati dari perilaku nyata dari masyarakat. Apabila dalam suatu masyarakat

=
rr%ngikuti apa yang telah diatur di dalam hukum maka terjadilah suatu kepatuhan

D T

wn

hakum.

e

o

a Dari hasil data penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan
=

p'gfnertiban peredaran minuman oplosan, terdapat beberapa kendala diantaranya
=

migsyarakat yang tidak patuh hukum sehingga melakukan kegiatan yang
j+¥]

I

melanggar peraturan daerah, kurangnya sinergisitas masyarakat dengan perangkat

Nery wisey|
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©

dérah dalam kontribusi penegakkan perda, adanya kebocoran informasi yang
-

meényebabkan Satuan Polisi Paong Praja dalam menertibakan masyarakat.

@)

@ Seperti halnya di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Tingkat
=

peredaran minuman keras oplosan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri
=

Hitir masih belum sepenuhnya teratasi. Masih banyaknya masyarakat yang berani
Z

n‘icéngedarkan dan mengonsumsi minuman oplosan tersebut tanpa memikirkan
a?@nya konsekuensi hukum apabila hal tersebut masih terus dilakukan. Selain itu,
a&%nya perlawanan yang dilakukan oleh pelaku terhadap Satuan Polisi Pamong
Pgr:aja pada saat dilakukan penertiban peredaran minuman oplosoan menunjukkan
rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat Kecamatan Tembilahan Kabupaten
Indragiri Hilir terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum

dan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Kota yang mengatur tentang

mjnuman oplosan di Kabupaten Indragiri Hilir.
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